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Meredupnya proyeksi per-
tumbuhan ekonomi global 
ini tidak dapat dilepaskan 

dari perang dagang antara Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok. Sampai 
saat ini belum ada sinyal berakhir, 
meski telah beberapa kali pertemuan 
negosiasi dilakukan. Aksi balas terus 
terjadi. Bahkan, Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump makin agresif 
menaikkan tarif pada produk dari 
Tiongkok. 

Ya n g  t e r b a r u ,  p a d a  J u m a t 
(23/8/2019), Donald Trump mem-
berlakukan tarif tambahan sebesar 
5% menjadi 30% terhadap produk-
produk impor Tiongkok senilai US$ 
250 miliar yang berlaku 1 Oktober 
2019. Juga dilakukan tarif tambahan 
sebesar 5% menjadi 15% terhadap 
produk-produk impor Tiongkok 
senilai US$ 300 miliar yang berlaku 
1 September 2019. Tambahan tarif 
baru ini sebagai respons atas langkah 
pemerintah Tiongkok yang kembali 
menaikkan tarif terhadap produk im-
por AS senilai US$ 75 miliar.

Aksi saling membalas ini membuat 
pasar keuangan global kembali ter-
tekan. Jumat (23/8), indeks saham 
AS (Dow Jones) merosot hampir 3%. 
Imbal hasil obligasi pemerintah AS 
tenor 10 tahun anjlok ke level 1,4%. 
Selisih (spread) dengan obligasi tenor 
2 tahun kembali menipis, yang mem-
buat alarm krisis kembali berbunyi.

Kejatuhan pasar keuangan AS ini 
menjalar ke pasar keuangan lainnya, 
termasuk Indonesia. Pada Senin 
(26/8), pasar saham Indonesia (in-
deks harga saham gabungan/IHSG) 
turun sebesar 0,6%. Pendeknya, 
volatilitas pasar keuangan global 
menjadi sangat ditentukan oleh arah 
dari perang dagang ini.

Terunggul
Meski AS terus melakukan tekanan 

bertubi-tubi, tetapi Tiongkok tidak gen-
tar. Perlawanan (retaliation) dilakukan. 
Salah satu langkah perlawanan yang di-
lakukan Tiongkok ialah menghentikan 
pembelian produk-produk pertanian 
dari AS, khususnya gandum. 

Tindakan Tiongkok ini membuat 
Tr ump berang. Bagaimanapun, 

petani menjadi basis pendukung 
Trump pada tahun 2016. Menghen-
tikan pembelian produk-produk 
pertanian ini diharapkan akan menu-
runkan popularitas Trump yang akan 
kembali maju sebagai kandidat utama 
dari Grand Old Party (GOP) pada 
pemilihan Presiden AS tahun 2020. 

Jika dicermati lebih dalam, perang 
dagang ini hanyalah puncak gunung 
es dari apa yang sesungguhnya ter-
jadi. Muara dari semua ini ialah siapa 
yang terunggul, terbesar, dan terhe-
bat, khususnya dalam perekonomian. 

Harus diakui dalam beberapa 
dekade terakhir, kontribusi pereko-
nomian AS terhadap perekonomian 
global terus menurun. Sebaliknya, 
kontribusi perekonomian Tiongkok 
terhadap perekonomian global dalam 
tren meningkat. 

Tiongkok tidak lagi sekadar meng-
hasilkan produk-produk massal 
murah dan berteknologi rendah. 
Namun, Tiongkok telah mampu 

memproduksi produk-produk inovatif 
dan berteknologi tinggi dengan harga 
yang relatif terjangkau. 

Ponsel pintar (smartphone) yang 
diproduksi Huawei menjadi ponsel 
pintar pertama yang mengadopsi 
teknologi 5G. Tiongkok juga makin 
maju dan berderap dalam penelitian 
Artificial Intelligent (AI), Robotic, dan 
rekasaya teknologi. Perguruan tinggi 
di Tiongkok juga mampu menduduki 
peringkat universitas terbaik dunia. 

Tiongkok juga jadi salah satu satu 
rujukan pengobatan penyakit-pen-
yakit langka. Tiongkok telah mampu 
membuat instrumen kesehatan ber-
nama Raman Activated Cell Sorting 
and Sequensing (RACS-SEQ) untuk 
sekuensing dan sorting sel. 

Tiongkok juga mampu membuat 
pesawat tempur siluman bertekologi 
tinggi, yaitu J-31 untuk mengimbangi 
pesawat tempur siluman AS, F-35 
Raptor. 

Perusahaan-perusahan Tiongkok 
juga makin banyak yang menduduki 
peringkat terbaik di Majalah Forbes. 
Demikian juga makin banyak orang 
kaya Tiongkok yang bermunculan 
dan masuk dalam jajaran orang ter-
kaya dunia. Pada tahun 2019, jumlah 
orang kaya Tiongkok mencapai 324 
orang. Hasil ini melompat jauh dari 
tahun 2010 yang baru sebanyak 64 
orang. 

Kemajuan Tiongkok yang begitu 
pesat dalam berbagai bidang ini, tentu 
mengancam posisi AS sebagai kekua-
tan ekonomi utama di dunia. Posisi AS 
rentan digeser Tiongkok, sebagaima-
na Tiongkok menggeser Jepang dari 
posisi kedua ekonomi terbesar dunia 

tahun 2011. Itulah sebabnya, langkah 
Tiongkok ini harus dihentikan/
diperlambat. Salah satunya melalui 
tekanan perdagangan.

Meski begitu, Tiongkok bukan-
lah negara lemah. Apalagi, dalam 
sejarahnya, Tiongkok berkali-kali 
mengalami tekanan dan kesusahan. 
Tiongkok pernah mengalami kelapa-
ran terburuk dalam sejarah tahun 
1958-1962 di era Mao Zedong. 

Tiongkok juga pernah diinvasi oleh 
Jepang, hingga memicu terjadinya 
tragedi Nangking, 1937. Kesusahan 
ini tentu membuat Tiongkok ban-
yak belajar untuk menjadi bangsa 
bermental penjual. Itulah sebabnya, 
Tiongkok tidak gentar menghadapi 
tekanan AS.

Harus diakui, perang dagang ini 
akan membuat AS dan Tiongkok 
menderita. Setidaknya, ini dapat dili-
hat dari melambatnya pertumbuhan 
ekonomi dua negara. Pada kuartal 
II-2019, pertumbuhan ekonomi AS 
merosot menjadi 2,1% (yoy) dari kuar-
tal I-2019 sebesar 3,1%. Pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok di kuartal II-2019 
juga merosot menjadi 6,2% (yoy) dari 
kuartal I-2019 sebesar 6,4% (yoy). 

Meski begitu, Tiongkok telah 
bersiap menerima, sekiranya per-
tumbuhan ekonominya melambat 
lebih cepat. Itulah sebabnya, sejum-
lah kebijakan telah disiapkan oleh 
Tiongkok, khususnya dalam menjaga 
vitalitas konsumsi domestik. Kelas 
menengah Tiongkok akan menjadi 
pilar utama yang akan menggerakkan 
mesin pertumbuhan ekonomi Tiong-
kok. Kombinasi kebijakan fiskal, 
moneter, dan perdagangan dilakukan.

Perang Mata Uang
Di samping itu, Tiongkok juga 

telah mempersiapkan ‘amunisi’ lain 

untuk melawan tekanan kenaikan 
tarif. Salah satunya dengan kebijakan 
devaluasi nilai tukar Yuan. 

Sejak Juni 2019, tren pelemahan 
Yuan telah terjadi. Bahkan, ketika 
Trump kembali menaikkan tarif tam-
bahan pada, Jumat (23/8), nilai tukar 
Yuan melemah cukup dalam hingga 
menembus level 7,15 per dolar AS. Ini 
merupakan level terlemah dalam satu 
dekade terakhir.

Melalui kebijakan devaluasi ini 
diharapkan akan membuat produk-
produk Tiongkok tetap kompetitif, 
sehingga dapat mengompensasi 
tambahan kenaikan tarif. Memang 
mendevaluasi yuan lebih dalam 
menyimpan risiko, yaitu akan men-
dorong terjadinya pelarian arus 
modal, yang ini juga berisiko ter-
hadap perekonomian Tiongkok. Hal 
seperti ini pernah terjadi pada tahun 
2015, ketika yuan tiba-tiba melemah. 
Bank Sentral China (PoBC) harus 
menghabiskan cadangan devisa 
sekitar US$ 1 triliun untuk mensta-
bilkan yuan. 

Namun, jika Trump terus melaku-
kan tekanan, maka risiko ini akan di-
ambil Tiongkok. Artinya, potensi yuan 
untuk melemah lebih dalam sangat 
terbuka. Masalahnya, langkah devalu-
asi yang dilakukan oleh Tiongkok ini 
bisa ditiru oleh negara-negara lain, 
khususnya yang ekspornya besar un-
tuk mencegah kehilangan daya saing.

Sebenarnya, Trump juga meng-
inginkan nilai tukar dolar AS sedikit 
melemah. Sehingga, membuat te-
kanan pada Tiongkok makin besar. 
Itulah sebabnya, Trump terus me-
nekan Bank Sentral AS (The Fed) 

agar makin agresif menurunkan 
suku bunga kebijakannya (Fed funds 
rate/FFR). 

Bahkan, Trump menuding The Fed 
telah membuat ekonomi AS dalam 
bahaya. Namun, Jerome Powell se-
bagai komandan The Fed belum mau 
tunduk pada tekanan Trump. Sejauh 
ini, The Fed hanya memangkas 
FFR sebesar 25bps menjadi 2,25%. 
Pemangkasan lanjutan berpeluang 
terjadi di September 2019. Perkiraan 
dari konsensus Bloomberg, FFR akan 
dipangkas sebesar 50bps.

Nasib Rupiah
Dalam situasi inilah nasib rupiah 

akan ditentukan. Meskipun sepan-
jang tahun ini rupiah bergerak stabil 
dengan volatilitas yang lebih rendah 
dari tahun sebelumnya. Namun, jika 
intesitas perang terus naik, maka 
tekanan terhadap rupiah tidak bisa 
dihindari. Apalagi, pergerakan yuan 
dan rupiah cukup erat. Ketika yan 
melemah, maka rupiah pun berpelu-
ang untuk melemah.

Sampai saat ini, fundamental 
ekonomi domestik masih lemah. 
Hal ini tercermin dari posisi neraca 
berjalan yang defisit. Neraca berjalan 
yang defisit berarti perekonomian 
Indonesia lebih banyak menghabis-
kan devisa daripada menghasilkan. 
Dengan kata lain, perekonomian 
Indonesia kurang produktif dan ber-
daya saing. 

Komponen ekspor masih tetap 
didominasi oleh komoditas berdaya 
saing rendah. Itulah sebabnya, Indo-
nesia kesulitan untuk masuk dalam 
supply chain global, seperti yang 
dialami oleh negara lain di kawasan. 

Untuk menutup defisit neraca 
berjalan ini, Indonesia harus men-
gandalkan aliran modal jangka pen-
dek yang masuk ke pasar porto-
folio, khususnya Surat Berharga 
Negara (SBN). Pemodal asing sangat 
agresif memburu SBN, karena imbal 
hasilnya yang sangat tinggi. 

Masalahnya, aliran modal jangka 
pendek ini sangat rentan dengan sen-
timen yang dapat memicu pembalikan 
arus modal. Imbasnya, membuat 
stabilitas makroekonomi terganggu. 
Indonesia pun akan kembali dihadap-
kan pada stabilitas vs pertumbuhan. 

Itulah sebabnya, Indonesia harus 
lebih banyak mendorong inves-
tasi yang bersifat jangka panjang dan 
berkelanjutan ke sektor riil. Namun, 
ini membutuhkan prasyarat, yaitu 
kepastian dan kemudahan regulasi 
dan keandalan birokrasi. Menurut 
survei Bank Dunia, dua hal ini men-
jadi konstrain terbesar terhadap 
aliran investasi jangka panjang yang 
masuk ke Indonesia. 

Indonesia belum bisa membereskan 
hal ini dengan baik dan tuntas, meski 
pemerintah telah mengeluarkan 16 
paket ekonomi. Daya ungkit pertum-
buhan belum melenting. Setidaknya, 
ini tercermin dari per tumbuhan 
ekonomi yang dalam empat tahun 
terakhir mendatar di level 5%. 

Oleh sebab itulah, agar daya tahan 
rupiah makin membaik dalam meng-
hadapi tekanan eksternal, maka per-
cepatan reformasi hukum dan kelem-
bagaan harus segera direaliasikan.

Butuh ketegasan dan kemauan 
politik yang tinggi untuk mereal-
isasikannya. Keberanian Presiden 
untuk membubarkan lembaga yang 
menghambat akselerasi perekono-
mian harus dibubarkan, tentu sangat 
dinantikan. 

Jika tidak ada perubahan yang 
signifikan dalam reformasi regulasi 
dan kelembagaan, kita akan terus 
melihat nasib rupiah selalu disetir 
tekanan-tekanan eksternal. Rupiah 
tidak berdaya untuk menentukan 
nasibnya sendiri. Inilah tragedi yang 
menyedihkan itu.

Desmon Silitonga
Analis Riset PT Capital Asset 

Management & Alumnus 
Pascasarjana FE UI

n  Desmon Silitonga

Pemindahan ibu kota negara dari 
Jakar ta ke Kalimantan Timur 
menjadi momentum pembangunan 

ekonomi dan peradaban Indonesia. Pe-
mindahan ibu kota pemerintahan paling 
tidak menjadi momentum revitalisasi Ja-
karta sebagai metropolitan dan pengem-
bangan kota-kota di Indonesia. Dengan 
lahan pertanian yang kian sempit akibat 
ledakan penduduk, kota menjadi pilihan 
permukiman penduduk pada masa akan 
datang. Kota menjadi penggerak pertum-
buhan ekonomi.

Kita mendukung keputusan Presiden 
Jokowi untuk memindahkan ibu kota 
negara ke luar Jawa. Lokasi yang sudah 
ditetapkan adalah Kabupaten Kutai Ker-
tanegara dan Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Kaltim. Luas lahan untuk kota baru 
mencapai 180.000 ha, tiga kali Jakarta. 
Ibu kota baru dirancang menjadi green 
city, smart city, modern city, dan world 
class city.

Luas daerah perkantoran dan permuki-
man di ibu kota baru sekitar 40.000 ha. 
Selebihnya adalah lahan hijau. Gedung 
pemerintahan, legislatif, dan yudikatif 
dibangun vertikal agar ibu kota baru 
benar-benar lega. Tidak seperti Jakarta 
yang sumpek dan semrawut. Penduduk 
10,2 juta menumpuk di kawasan yang 
hanya seluas 60.000 ha. Ibu kota baru 
ditandai oleh taman kota yang luas, 
trotoar yang lebar, dan ruang terbuka 
bagi rakyat untuk berkumpul dan ber-
interaksi.

Pemindahan ibu kota hanya mem-
bawa pejabat dan pegawai kementerian 
dan lembaga yang menjadi bagian dari 
pemerintah pusat, anggota DPR RI 
dan DPD RI. Karena yang dipindahkan 
hanya pusat pemerintahan. Jakarta tetap 
dipertahankan dan bahkan akan terus 
dikembangkan sebagai pusat bisnis dan 
jasa keuangan.

Untuk mendukung Jakarta sebagai 
pusat keuangan, kantor pusat Bank In-
donesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) tetap di Jakarta. Demikian pula 
dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
bursa komoditi Indonesia. Kantor pusat 
bank dan lembaga keuangan akan tetap 
berada di Indonesia, mengikuti kantor 
pusat BI dan OJK.

Perencanaan pemindahan ibu kota 
berjalan seiring dengan pengembangan 
Jakarta yang akan didorong menjadi kota 
metropolitan nomor satu di Asia Teng-
gara. Pemindahan ibu kota bukan hanya 
menjadi momentum untuk mewujudkan 
sebuah kota pemerintahan yang bertaraf 
internasional, tapi juga momentum untuk 
membangun sejumlah kota motropolitan 
dan mengembangkan kota di seluruh 
Indonesia.

Selain Jakarta, Surabaya, Bandung, 
Bandung, dan Semarang akan dikem-
bangkan sebagai kota metropolitan. Di 
luar Jawa, ada enam kota metropolitan 
yang dikembangkan, yakni Medan, 
Palembang, Banjarmasin, Makassar, 
Manado, dan Denpasar. Dalam pada itu, 
pemerintah juga mendorong pengem-
bangan kota-kota di Indonesia, di anta-
ranya Marauke.

Setidaknya ada empat alasan utama 
pemindahan ibu kota. Pertama, daya 
dukung Jakarta tak cukup bagi pen-
duduk yang sudah menembus 10,2 juta. 
Air bersih yang disediakan PAM Jaya, 
misalnya hanya mampu menjangkau 70% 
rumah. Selebihnya mengonsumsi air 
tanah yang berdampak langsung pada 
penurunan permukaan tanah. Transpor-
tasi semrawut. Permukiman terlampau 
padat. Tak menyisakan ruang terbuka 
dan taman kota. Industri terlalu dekat 
dengan kota. Ditambah emisi kendaraan 
bermotor, Jakarta menjadi salah satu 
ibu kota dengan tingkat polusi tertinggi 
di dunia.

Kedua, pemindahan ibu kota peme-
rintahan menjadi momentum untuk 
membangun Jakarta. Dengan infrastruk-
tur yang sudah dan sedang dibangun, 
Jakarta perlu dibangun menjadi pusat 
keuangan Asia Tenggara dan kota metro-
politan terbaik di Asia Tenggara. Setelah 

ditinggalkan sekitar 1,5 juta penduduk 
yang dipindahkan ke Kaltim, Jakarta 
akan lebih lega. Sebagian bangunan 
pemerintah dan lembaga negara yang 
ditinggalkan bisa dikelola menjadi ruang 
terbuka dan taman kota.

Jakarta juga harus dibangun menjadi 
green city dan smart city, dua karakter 
kota bertaraf internasional. Konsep Great 
Jakarta tetap perlu dikembangkan meng-
ingat hubungan erat Jakarta dengan 
empat kota sekelilingnya, yakni Depok, 
Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pemba-
ngunan MRT Jakarta South-North tahap 
pertama akan terus dilanjutkan ke tahap 
dua. Selanjutnya, realisasi pembangunan 
MRT Jakarta West-East. Kereta cepat 
Jakarta-Bandung yang kini sedang dalam 
pembangunan akan menghidupkan se-
jumlah kawasan di Cikarang, Cekampek, 
dan Padalarang.

Ketiga, pemindahan ibu kota menjadi 
momentum untuk membangun kota-kota 
di seluruh Indonesia. Ibu kota baru akan 
menjadi contoh bagi kota-kota lain. Saat 
ini, kota-kota di Indonesia dibangun 
tanpa konsep yang baik dan tanpa ciri 
khas. Akibatnya, semua kota di Tanah 
Air menampilkan wajah yang mirip: sem-
rawut, macet, polutif, minim taman dan 
ruang terbuka, tak ada pedestrian yang 
baik. Kota-kota di Indonesia sudah harus 
dibangun vertikal untuk memberikan 
ruang bagi penggunaan lain.

Keempat, pemindahan ibukota men-
jadi momentum untuk menciptakan 
pemerataan penduduk dan pendapatan 
antarwilayah. Saat ini, 57% penduduk 
Indonesia tinggal di Jawa yang luasnya 
hanya 138.794 km persegi. Sedang 
Kalimantan, pulau terbesar dengan luas 
539.460 km persegi yang menjadi bagian 
Indonesia hanya dihuni 6% penduduk 
Indonesia. Sedang Papua, pulau terbesar 
ketiga dengan luas 421.981 km persegi 
dihuni oleh 2,7% penduduk.

Dari sisi pendapatan, sekitar 60% PDB 
Indonesia dikontribusi Jawa dan sekitar 
80% PDB nasional dihasilkan Jawa dan 
Sumatera. Kalimantan dan Papua sebagai 
dua pulau terbesar harus memberikan 
kontribusi yang signifikan. Demikian pula 
Sulawesi dan pulau-pulau di Kepulauan 
Maluku dan Nusa Tenggara. Pemindahan 
ibu kota diharapkan mampu mengurangi 
urbanisasi ke Jakarta dan Jawa. Pemba-
ngunan ekonomi akan didorong ke luar 
Jawa. Selain pembangunan metropolitan 
dan pengembangan kota di luar Jawa, 
pemerintah juga akan membangun lebih 
banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) 
di luar Jawa. Kawasan industri seperti 
Cikarang akan dibangun di setiap pulau 
besar di luar Jawa.

Agar pemindahan ibu kota berjalan 
mulus, kita berharap, aspek legal segera 
diselesaikan. Pemerintah perlu segera 
meminta dukungan DPR RI untuk 
mengamendemen sejumlah UU, di 
antaranya UU Ibukota, UU BI, dan UU 
OJK. Dalam UU BI dan OJK dinyatakan, 
kantor pusat BI dan OJK berada di ibu 
kota negara. Biaya pemindahan dan 
pembangunan kota baru sebesar Rp 466 
triliun masih dalam batas normal. Selain 
dana APBN, sebagian besar dana pem-
bangunan berasal dari kerja sama swasta 
dengan pemerintah dalam mengelola eks 
aset pemerintah dan lembaga negara di 
Jakarta.

Pemindahan ibu kota juga menjadi 
peluang bagi korporasi, BUMN dan 
swasta, untuk mendapatkan proyek 
pembangunan. Pemindahan ibu kota 
akan menggerakkan pembangunan 
properti, konstruksi, dan infrastruktur. 
Permintaan terhadap lebih dari 100 mata 
barang terkait ketiga bisnis ini akan 
meningkat.

Pemindahan ibu kota negara perlu 
dijadikan sebagai momentum untuk 
membangun Indonesia yang dalam enam 
tahun terakhir bertumbuh merayap di 
level 5%. Pemindahan ibu kota menjadi 
momentum menjadikan Jakarta sebagai 
kota metropolitan kelas dunia dan mo-
mentum menciptakan sumber pertum-
buhan ekonomi baru di luar Jawa. n

SURAT PEMBACA

Tingkatkan 
Edukasi Kesiap-
siagaan Bencana

BENCANA alam kerap melanda 
negeri ini. Mulai dari kebakaran hingga 
gempa bumi yang tak terduga. Maka, 
kesiap-siagaan adalah sebuah hal yang 
mesti jadi perhatian dan dilakukan.

Semulasi-simulasi menghada-

pi bencana; kebakaran, gempa 
bumi dan lain-lain perlu dilakukan. 
Simulasi terutama untuk semua 
masyarakat yang tinggal di wilayah 
yang rawan bencana. Pun, tak hanya 
menyasar ke kalangan orang tua, 
tetapi juga anak-anak.

Maka, edukasi dan pelatihan ke-
siapsiagaan menghadapi situasi 
bencana atau keadaan darurat patut 
digencarkan di sekolah-sekolah pula. 
Siswa-siwa diikutkan dalam kegiatan 

simulasi penyelamatan diri mengha-
dapi bencana kebakaraan, misalnya.

Bisa pula simulasi penyelamatan 
saat gempa. Atau, bagaimana perto-
longan pertama pada korban dalam 
simulasi keselamatan saat terjadi 
gempa bumi. Kegiatan tersebut un-
tuk memberikan pemahaman lang-
kah awal menyelamatkan diri dan 
mencari tempat aman saat terjadi 
gempa kepada pelajar. 

Melalui mimbar terbuka ini, kami 

berharap kalangan korporasi juga 
ikut berkiprah dalam kegiatan 
seperti ini dengan menggandeng 
relawan yang memang sudah punya 
keahlian di bidang ini. Ini sebagai 
wujud komitmen perusahaan dalam 
memberikan perlindungan kepada 
masyarakat Indonesia. Duka sau-
dara sebangsa adaah duka kita juga. 

Andri Sarjana
Jakarta

Jika tidak ada perubahan yang signifikan 
dalam reformasi regulasi dan kelembagaan, 
kita akan terus melihat nasib rupiah selalu 

disetir tekanan-tekanan eksternal. Rupiah tidak 
berdaya untuk menentukan nasibnya sendiri. 

Inilah tragedi yang menyedihkan itu.

Executive Chairman :  Tito Sulistio
Editor at Large : John Riady

Editor In Chief : Primus Dorimulu Oleh Desmon Silitonga

 Kinerja 
perekonomian global 
sepanjang tahun 
ini akan cenderung 
meredup. Hal ini 
dapat dilihat dari 
proyeksi Dana Moneter 
International (IMF) yang 
dirilis Juli 2019 lalu yang 
kembali memangkas 
pertumbuhan ekonomi 
global tahun 2019 
menjadi 3,2% (yoy) 
dari sebelumnya 3,3% 
(yoy). Ini merupakan 
pemangkasan yang 
ketiga di tahun ini. 
Langkah yang sama juga 
dilakukan oleh Bank 
Dunia yang memangkas 
proyeksi pertumbuhan 
ekonomi global 2019 
menjadi 2,6% (yoy) dari 
sebelumnya 2,9% (yoy).
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K
ebutuhan dana PC-
PEN di atas telah men-
capai 75% dari target 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 
(APBN) 2021 hingga 
membuat ‘kerisauan’ 

sekaligus tantangan mencari so lusi 
terbaik pulihnya kondisi ma sya-
rakat dari Covid-19. Kalau be   gi tu, 
pemaknaan yang tepat atas asas ul-
timum remedium pajak jadi bagian 
penting penguatan PEN saat ini di 
tengah pandemi Co vid 19.

Ramainya pemberitaan kon-
sep perubahan RUU Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(UUKUP), tampaknya belum 
menyentuh ruang diskusi dengan 
serius terkait penerapan asas ulti-
mum remedium dalam penegakan 
hukum pajak. 

Padahal, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati sudah memberi 
sinyal kuat untuk tidak memidana 
pengemplang pajak tetapi fokus 
menyelesaikan kewajiban pem-
bayaran. “UUKUP memang ber-
ciri ultimum remedium, di mana 
penyelesaian administrasi dengan 
pembayaran untuk mendapatkan 
penerimaan negara diprioritaskan 
daripada hukuman pidana,” begitu 
dikatakannya.

Rezim Pidana Pajak
Bicara pajak adalah bicara ke-

wajiban yang mesti dijalankan 
sesuai UU atas dasar sistem self- 
assessment sesuai norma Pasal 12 
UUKUP. Bicara pajak adalah juga 
bicara jumlah yang mesti dibayar. 
Jika jumlah yang dibayar dinilai 
tidak benar, pembetulan adalah 
lembaga resmi sebagai esensi 
yang dikehendaki UU. Pidana bu-
kan cara yang dituju. 

Para ahli hukum pajak pun telah 
sepakat, pajak tidak bertujuan 
me midana tetapi menghimpun 
uang pajak bagi keperluan negara, 
termasuk keperluan PEN. Konsep 
itu sejalan dengan yang dikatakan 
Menkeu di atas. 

Bahkan ‘ciri ultimum remedium’ 
yang dikatakan Menkeu tidak per-
nah jelas dalam rumusan norma 
yang diatur dalam UUKUP. Ciri ul-
timum remedium hanya dise but kan 
dalam penjelasan Pasal 13A, itupun 
hanya terkait dengan norma Pasal 
38 hal pidana pajak bersifat alpa 
(culpa), bukan sengaja (dolus). Jadi, 
normanya tidak jelas.

Ketidakjelasan rumusan norma 
itulah yang membuat ketidakpas-
tian hukum. Bahkan, ketika wajib 
pajak (WP) dengan kemauan sen-
diri hendak membetulkan atau 
mengungkapkan ketidakbenaran 
atas Surat Pemberitahuan (SPT) 
yang salah sesuai Pasal 8 ayat (3) 
KUP, kerap terkendala karena 
ti dak dapat dilakukan. Ruang dis-

kresi fiskus ke arah memidana 
ma sih sangat kuat hingga timbul 
kesan ‘rezim pidana pajak’ tidak 
per nah berubah.

Padahal Prof Wiryono Prod-
jodikoro (Ketua MA 1952-1966) 
su dah menyatakan konsep pidana 
hanya dapat dijalankan apabila 
sanksi administrasi dan sanksi 
perdata belum mencu kupi untuk 
mencapai tu juan meluruskan ne-
raca kemasyarakatan. Jika dua 
bi dang hukum itu (administrasi 
dan perdata) tidak cukup, baru 
di adakan sanksi pidana sebagai 

senjata pamungkas 
(terakhir) atau ul -
timum remedium.

Pidana, termasuk pidana pa-
jak selalu memberikan derita 
(nes tapa) dan tragis (menyedih-
kan), karenanya sangat jarang 
di gunakan. Pidana pun disebut 
sebagai hukum pembantu (hul-
precht) bagi hukum administrasi 
maupun perdata. Artinya turut 
membantu namun tetap sebagai 
sa rana terakhir. Itu yang mesti 
dipahami dalam hukum pajak oleh 
pihak fiskus berdasarkan pengala-
m an impiris penulis di lapangan.

Persoalan hukumnya, rumusan 
norma ultimum remedium sejak 
UUKUP tahun 1983 sampai saat 
ini tidak pernah jelas karena sulit-
nya mengukur makna ultimum 

remedium. Itu sebabnya, saatnya 
rumusan norma terkait ultimum 
remedium mesti disempurnakan 
dalam RUU KUP yang sedang di-
bahas di DPR.

 Dalam pandangan penulis, jika 
pidana pajak hendak diterapkan, ru-
musan normanya dapat dirumuskan 
dengan mencantumkan tiga unsur. 
Pertama, perilaku pi dana yang dilak-
ukan wajib pajak sudah berulang 
(residivis). Kedua, kerugian negara 
tidak dapat dipulihkan. Ketiga, wajib 
pajak sendiri menghendaki pidana 
penjara (pengakuan ada guilty 
mind/mensrea).

Oleh karena berpikir pidana 
mesti terukur dan rigid berasas-
kan lex cer ta, suatu ketentuan 
ha rus jelas dan rinci mempunyai 
kepastian hukum. Rumusan pe-
lang garan yang dikualifikasikan 
pidana pajak dalam UUKUP saat 
ini masih bersifat samar, terlalu 
luas dan multipurpose. Keadaan 
ini sangat berbahaya dalam tataran 
implementasi di lapangan.

Misalnya, pengisian SPT yang 
tidak benar atau tidak lengkap, 
atau melampirkan keterangan 
isinya tidak benar, menurut Pasal 
38 dan Pasal 39 diklasifikasikan 
pidana pajak. Di sisi lain juga dapat 
dikategorikan pelanggaran admin-
istrasi berdasarkan Pasal 13 KUP. 
Mengapa demikian?

Rumusan norma itu membuk-

tikan penyusun UUKUP tidak per-
nah membuat benang merah yang 
dapat tegas membedakan antara 
pelanggaran yang dapat dijatuhi 
sanksi administrasi dan yang di-
jatuhi pidana. Artinya, asas lex certa 
belum tercermin dalam rumusan 
perbuatan yang dikualifikasikan 
pidana pajak dalam UUKUP.

Harapan kepada Pajak
Beratnya pemerintah melaku-

kan PEN dengan biaya amat 
besar, tentu saja perlu dukungan 
pajak dari ragam kebijakan pa-
jak. Kegagalan pajak jelas ber-
pengaruh pada PEN. Kalau be-
gitu, kebijakan (politik hukum) 

sanksi pajak mestinya tidak pada 
makna pidana berasaskan ultimum 
remedium tetapi pada administrasi 
berasaskan primum remedium.

Hal itu terlihat dengan dicabut-
nya norma Pasal 13 ayat (5) serta 
Pasal 15 ayat (4) UUKUP dalam 
UU Cipta Kerja No 11/2020 ber-
kaitan dengan penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
terhadap wajib pajak yang sudah 
dipidana setelah 5 tahun, yang 
merupakan politik hukum (kebi-
jakan negara) yang tepat. 

Kalau begitu, ketidakjelasan 
ru musan norma mesti disempurna-
kan supaya memberi kepastian dan 
keadilan dalam hukum. Kare na dis-
adari sanksi pajak sejak awal adalah 
sanksi administrasi, sehingga 
dikatakan ‘yang utama dalam pajak 
adalah menghimpun uang pajak 
untuk negara’ sesuai de ngan kon-
sep pajak sebagai fungsi budgeter. 
Penerimaan pajak dijalankan be-
rasaskan primum remedium.

Simpulan
Kita semua tentu berharap target 

pajak dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 2021 
tercapai supaya program PC-PEN 
berjalan dan pandemi Covid-19 
dapat dihalaukan dengan baik. 
Biarlah kegagalan pajak hanya 
mimpi semata, bukan kenyataan. 
Optimisme meraih pajak di masa 
pandemi perlu kebijakan tepat dan 
dengan langkah bijak yang dapat 
dijalankan otoritas pajak.

Optimisme dengan langkah ter-
ukur sesuai mekanisme hukum, 
men jadi harapan bersama meraih 
realitas kehidupan lebih baik. Me-
mutuskan rantai pendemi Covid-19 
kiranya dapat terwujud melalui 
pajak demi Indonesia yang lebih 
baik. Perlu kita sadari bersama 
bahwa pa jak merupakan kewajiban 
kita bersama. Dengan pajak, ke-
mandirian bangsa dan negara akan 
terwujud nya ta dengan kepastian 
hukum yang jelas.

*) Akuntan Publik, Praktisi Pajak, Ad-
vokat Senior Partner Times Law Firm, 

Dosen Progam Studi Magister Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**) Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Tarumanegara, Jakarta.

Kita semua tentu berharap target pajak 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2021 tercapai supaya 
program PC-PEN berjalan dan pandemi 
Covid-19 dapat dihalaukan dengan baik. 
Biarlah kegagalan pajak hanya mimpi 
semata, bukan kenyataan. Optimisme 
meraih pajak di masa pandemi perlu 
kebijakan tepat dan dengan langkah bijak 
yang dapat dijalankan otoritas pajak.

Setidaknya ada dua alasan relevansi membahas persoalan ultimum 
remedium di era pandemi Covid-19. Pertama, ketidakpastian 
akan berakhirnya Covid, dan kedua, kebutuhan pajak untuk 

Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 
hingga Rp 924,8 triliun.

Jika disampaikan 
secara benar, informasi 
tentang pengelolaan 
dana haji tidak akan 

terdistorsi. 

Oleh Wirawan B. Ilyas *) dan Richard Burton **)

Tertibkan 
Pasokan Obat 
dan Vitamin

Di beberapa daerah menge-
mu ka pemberitaan yang meng a-
barkan kondisi masyarakat yang 
hendak isolasi mandiri terkendala 
oleh sulitnya mendapatkan obat di 
pasaran. Tanpa menafikan upaya 
yang sudah dilakukan pemerintah 
sejauh ini, langkah pengamanan 
ketersediaan dan penertiban dis-
tribusi obat Covid-19 perlu terus 
diperkuat. 

Jangan sampai dalam kondisi 
pandemi Covid-19 seperti ini ada 
oknum-oknum yang mengambil 
kesempatan dengan menimbun 
obat-obatan bagi pasien Covid-19.

Pemerintah melalui Menteri 

Ko  ordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pan-
dja it an yang juga Koordinator 
PPKM Darurat Jawa-Bali sudah 
me nyatakan bahwa pemerintah 
akan menindak tegas oknum “na-
kal” yang mengganggu keterse-
dia  an obat-obatan untuk penderita 
Covid-19.

Ia menegaskan pemerintah 
akan menindak tegas secara hu-
kum kepada produsen atau di s tri-
butor obat yang menjual de ngan 
harga tinggi, sengaja me nim bun, 
dan menimbulkan ke se lamatan 
terganggu.

Dalam situasi dan kondisi lon-
jakan kasus Covid-19 saat ini, su-
dah seharusnya seluruh elemen 
bangsa menguatkan prinsip rasa 
darurat dalam menangani pan-
demi Covid-19.

Di pihak pemerintah, perlu te rus 

memastikan ketersediaan stok 
serta distribusi obat dan peralatan 
medis di seluruh wilayah Tanah 
Air. Segala penghambatnya mesti 
segera disingkirkan. Tindakan 
tegas layak dilakukan jika melang-
gar aturan yang berlaku.

Pemerintah mesti terus bekerja 
keras untuk memastikan ketersedi-
aan obat Covid-19. Jumlah pa so k an 
obat terus ditambah. La lu, memas-
tikan Harga Eceran Ter tinggi (HET) 
obat dalam masa pan demi Covid-19 
benar-benar dijalankan oleh apo-
tek, instalasi farmasi, rumah sakit, 
klinik, dan fasilitas kesehatan yang 
berlaku di Indonesia.

Kita juga mengharapkan komit-
men produsen untuk memper-
cepat produksi obat Covid, dan 
distribusi obat secara merata di 
setiap daerah di wilayah Indo nesia.

Semua pihak mesti bekerja sa ma 

dalam visi yang sama da lam penan-
ganan Covid-19. Masya ra kat tentu 
juga semestinya untuk selalu taat 
menjalankan proto kol kesehatan 
(prokes). Tanpa lang kah pencega-
han penularan Covid yang mema-
dai, fasilitas medis yang tersedia 
–dan meski terus diupayakan 
ditambah-- tidak akan mencukupi 
bila pasien terus bertambah.

Siapapun dari kita tidak boleh 
menganggap remeh tentang pro-
tokol kesehatan. Apabila ma sya-
rakat tetap sehat, tentunya akan 
mengurangi beban rumah sakit.

Jadi, marilah kita bersama me-
ngambil peran untuk memutus 
rantai penularan Covid-19 dan me-
nyembuhkan pasien Covid-19 de-
ngan sumber daya yang kita punya.

P  Arda Chandra 
Bogor

Menko Marinves: Tindak tegas oknum “nakal” ganggu 
ketersediaan obat Covid-19.
Pastikan distribusi obat Covid merata di wilayah Indonesia.

Anggota DPR RI: Penugasan pemerintah jangan 
membebani BUMN.
Perlu dipikirkan skema yang lebih menguntungkan dan 
menyehatkan BUMN.

■ Wirawan B. Ilyas

■ Richard Burton

Dana haji, oleh sejumlah kalangan, 
kerap diterjemahkan 'macam-
macam'. Ada yang menyebut dana 
haji dikelola tidak profesional, 

tidak transparan, dan tidak akuntabel. Tak 
sedikit pula yang menganggap dana haji 
diinvestasikan pada instrumen berisiko 
tinggi (high risk) dan rawan aji mumpung 
(moral hazard).

Tatkala pemerintah gencar memba-
ngun infrastruktur guna menciptakan 
konektivitas antarwilayah agar ekonomi 
lebih efisien, muncul kabar miring bahwa 
dana haji digunakan untuk memba ngun 
proyek-proyek infrastruktur yang mang-
krak. Ongkos naik haji (ONH) yang ma-
hal disebut-sebut sebagai dampak pe na-
nganan dana haji yang tidak manageable.

Akibat kabar tak sedap itu, masyarakat 
ragu untuk mendaftar dan membayar 
Bia ya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). 
Mereka khawatir dananya berkurang 
gara-gara diinvestasikan pada instrumen 
berisiko tinggi, tidak dikelola secara hati-
hati (prudent), atau ditilap oknum Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Faktanya tidak demikian. Dana haji 
haji dikelola secara profesional, hati-
ha ti, transparan, dan akuntabel. Salah 
satu buktinya, laporan keuangan BPKH 
selama tiga tahun berturut-turut menya-
bet predikat wajar tanpa pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), baik neraca, arus kas, operasional, 
perubahan aset neto, maupun realisasi 
anggaran. 

Pengelolaan dana haji ini yang aman, 
li kuid, manageable, dan akuntabel ter-
cermin pada laporan keuangan BPKH. 
P e r  D e s e m b e r 
2020, dana haji yang 
d i k e l o l a  B P K H 
men capai Rp 144,91 
triliun, meningkat 
16,56% dibanding-
kan akhir Desem-
ber 2019 sebesar 
Rp 124,32 triliun, 
dengan pencapaian 
target 103,83%. Total 
aset bertumbuh 16% 
menjadi Rp 145,77 
triliun dari tahun se-
belumnya Rp 125,26 triliun. 

Alokasi dana haji terkonsentrasi di 
bank penerima setoran biaya penyeleng-
garaan ibadah haji (BPS BPIH) sebesar 
Rp 45,33 triliun (31,3%) dan investasi 
senilai Rp 99,58 triliun (67,7%). Investasi 
terdistribusi dalam instrumen Surat Ber-
harga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk 
negara sebesar Rp 98,47 triliun, investasi 
dalam negeri lainnya Rp 1,03 triliun, dan 
investasi luar negeri Rp 74 miliar. 

Laporan keuangan BPKH secara te-
rang benderang menunjukkan, tidak 
sepeser pun dana haji yang diinvestasikan 
langsung pada proyek infrastruktur, 
apa lagi proyek mangkrak. Sebaliknya, 
BPKH dalam tiga tahun terakhir berhasil 
mengembangkan investasi dana haji 
sebagaimana diamanatkan Peraturan Pe-
merintah (PP) No 5 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 
34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji.

PP No 5 Tahun 2018 menggariskan 
bahwa tiga tahun sejak BPKH terbentuk 
pada 2017, dana haji hanya boleh ditem-
patkan pada produk perbankan syariah 
maksimal 50%. Tiga tahun setelahnya, 
porsi penempatan dana haji pada produk 
perbankan syariah dibatasi maksimal 30%. 

Pada 2020, investasi BPKH nyaris tembus 
Rp 100 triliun, tepatnya Rp 99,58 triliun, 
melonjak 42,21% dibandingkan posisi 
2019 yang mencapai Rp 70,02 triliun. 

Bukan cuma nilai investasinya yang 
terus berkembang, nilai manfaat investasi 
dana haji juga terus bertambah. Tahun 
lalu, total nilai manfaat dana haji mencapai 
Rp 7,43 triliun, meliputi nilai manfaat 
pe nempatan Rp 2,08 triliun (27,99%) dan 
nilai manfaat investasi Rp 5,23 triliun 
(71,01%), meningkat Rp 67 miliar diban-
dingkan 2019.

Paling penting, sesuai UU No 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS), dana haji yang ditem-
patkan di perbankan syariah dijamin 100% 
oleh LPS. Belum lagi pengawasan yang 
berlapis-lapis dari Otoritas Jasa Keuang-
an (OJK). Selain itu, UU Pengelolaan 
Keuang an Haji mengatur secara jelas dan 
tegas tentang tata kelola yang baik, aman, 
dan hati-hati. Juga kewajiban BPKH 
diaudit oleh BPK. 

Maka kekhawatiran terhadap kemung-
kinan raib atau tergerusnya dana haji 
akibat diinvestasikan sembarangan 
sungguh tidak beralasan. Apalagi menteri 
agama (menag) telah wanti-wanti mene-
gaskan bahwa setoran pelunasan Bipih 
dari calon jemaah haji reguler maupun 
haji khusus dapat diminta kembali atau 
dititipkan di BPKH untuk disimpan di 
bank-bank syariah.

Kita percaya suara-suara sumbang 
tentang dana haji muncul karena dua 
hal. Pertama, ulah sejumlah pihak yang 
sengaja menyebar kabar bohong (hoax) 
karena punya interpretasi tidak baik ter-

hadap pemerintah. 
Hoax disebarkan un-
tuk mengekalkan 
stigma buruk ten-
tang pengelola ne-
gara. Kedua, karena 
minimnya penget-
ahuan sebagian ma-
syarakat akibat ku-
rangnya sosialisasi 
dan edukasi. 

Karena itu, kita 
mendorong pe me-
rin tah, khusus nya 

BPKH, untuk terus menyosialisasikan 
pengelolaan dana haji yang transparan, 
prudent, dan akuntabel. Masyarakat 
harus diyakinkan bahwa dana haji yang 
per akhir Mei 2021 mencapai Rp 150 tri-
liun, sepenuhnya aman, bahkan nilainya 
terus berkembang karena diinvestasi-
kan pada instrumen berisiko rendah 
namun menguntungkan. Sosialisasi 
dan edukasi secara masif juga efektif 
mengikis hoax.

Masyarakat harus mendapat informasi 
yang valid bahwa sejatinya mereka hanya 
membayar 'separuh' biaya haji. Separuh 
biaya lainnya 'ditanggung' pemerintah 
(BPKH) dari hasil pengembangan in-
vestasi.  Jika disampaikan secara benar, 
informasi tentang pengelolaan dana haji 
tidak akan terdistorsi. 

Kita juga mendorong regulator terus 
melakukan pendalaman pasar keuang-
an (financial market deepening) atau 
pendalaman pasar modal (capital market 
deepening) dengan menambah lebih 
banyak instrumen investasi berbasis 
syariah. Dengan demikian, investasi dana 
haji bisa lebih terdiversifikasi sehingga 
menghasilkan keuntungan lebih tinggi. 
Dengan begitu pula, ONH atau Bipih bisa 
lebih murah. ❐


